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	Abstract
This research is related to testing the socialization of taxes, tax rates, and the application of the e-filing system to the level of taxpayer compliance. In addition, this study also includes the PPS program as a moderating variable in the relationship between tax socialization and taxpayer compliance, tax rates and taxpayer compliance, and the relationship between the implementation of the e-filing system and taxpayer compliance. This study uses a quantitative method approach. Primary data obtained from the results of a questionnaire survey given to respondents is used as research data. Based on purposive sampling, this study used 200 samples based on the results of the completed questionnaires. Hypothesis testing was carried out using a structural equation model (SEM). This study concludes that the effect of tax rates and the e-filing system has a significant effect on the level of taxpayer compliance, while tax socialization has no effect on the level of taxpayer compliance. In addition, the PPS program as a moderating variable is able to significantly influence tax rates. Meanwhile, for socialization and implementation of the e-filing system, the PPS variable has no effect on taxpayer compliance. This study shows that the Indonesian Directorate of Taxes needs to re-increase various efforts to improve tax compliance. 
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	Abstract
Th Penelitian ini terkait dengan pengujian sosialisasi pajak, tarif pajak, dan penerapan sistem e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan program PPS sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara sosialisasi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, tarif pajak dengan kepatuhan wajib pajak, serta hubungan penerapan sistem e-filing dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif. Data primer yang diperoleh dari hasil survei kuesioner yang diberikan kepada responden digunakan sebagai data penelitian. Berdasarkan purposive sampling, penelitian ini menggunakan 200 sampel berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model persamaan struktural (SEM). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh tarif pajak dan sistem e-filing berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program PPS sebagai variabel moderasi mampu mempengaruhi tarif pajak secara signifikan. Sedangkan untuk sosialisasi dan implementasi sistem e-filing variabel PPS tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kajian ini menunjukkan bahwa Otoritas Pajak RI perlu meningkatkan kembali berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang berusaha menjadi negara maju, namun sampai saat ini masih terus berupaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor pemerintahan. Salah satu permasalahan tersebut ialah kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama yang berstatus non-karyawan. Pajak merupakan tulang punggung ekonomi dan sumber pembangunan negara. Pajak merupakan komponen yang penting dalam menjalankan roda perekonomian. Penerimaan tebesar negara yang berasal dari pajak dimana ini menjadi salah satu aspek penting dalam rangka menjamin kelangsungan pembangunan yang berbasis pada kemandirian dalam pembiayaannya. Jika menilik balik ke sistem perpajakan di Indonesia yakni self assessment system, dalam pelaksanannya tentu tidak semua wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga kondisi tersebut yang dapat menghambat pemerintah dalam memperoleh penerimaan negara dari sektor perpajakan dengan optimal. Namun dalam kenyataannya, memang masih banyak oknum di masyarakat baik UMKM, pengusaha berskala besar maupun kecil yang tidak membayar dan melaporkan pajak serta harta mereka. Berdasarkan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan sebagaimana di Tabel 1.

Tabel 1. Rasio Perbandingan Antara Target Dirjen Pajak dengan Realisasi
	Tahun
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Target
	70%
	73%
	75%
	80%
	85%
	80%
	85%

	Realisasi
	60%
	61%
	73%
	71%
	73%
	78%
	84%


Sumber: Laporan Tahunan 2021 DJP

Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak orang pribadi non-karyawan mengalami penurunan paling signifikan di tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel 2. Dengan demikian, tingkat kepatuhan orang pribadi non-karyawan perlu diulas lebih lanjut.

Tabel 2. Rasio Kepatuhan 2016-2021
	Tahun
	 2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Badan
Karyawan
	58,15%
63,08%
	65,14%
74,86%
	58,86%
71,83%
	65,47%
73,23%
	60,16%
85,41%
	63,14%
87,24%

	Non-Karyawan
	43,83%
	61,53%
	74,28%
	75,93%
	52,44%
	53,68%



Penerimaan negara dari sektor pajak yang masih belum optimal mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih relatif rendah. Memang, beberapa tahun terakhir, kepatuhan wajib pajak sudah mulai meningkat walaupun masih belum dapat mencapai bahkan melebihi target yang ditetapkan terutama dalam target penerimaan pajak, cukai, retribusi, dll. 
Kepatuhan wajib pajak serta kesadaran yang rendah, selain itu penyelundupan barang-barang ilegal yang mengakibatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan menjadi kurang maksimal. Teori atribusi memandang wajib pajak sebagai individu yang mencoba menelusuri hal-hal yang membuat mereka melakukan kewajiban perpajakannya. Perilaku wajib pajak didasarkan pada persepsi wajib pajak terhadap suatu peristiwa yang dialaminya atau dialami individu lain (Raharjo et al., 2020). Sumber atau penyebab suatu individu berperilaku didasarkan pada dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Raharjo et al., 2020). Faktor internal adalah faktor yang menyebabkan suatu perilaku yang diyakini berada di bawah kendali atau tingkah laku individu itu sendiri. Faktor ini akan condong menghasilkan atribusi internal terhadap perilaku seorang individu yang mencerminkan bahwa perilaku seorang individu cenderung dipengaruhi oleh faktor internal. Faktor internal tersebut dapat berupa ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan dari individu tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang menyebabkan suatu perilaku yang diyakini bersumber dari luar diri individu. Individu secara tidak langsung dipaksa berperilaku akibat suatu kondisi tertentu (Igel et al., 2015). Faktor ini cenderung menghasilkan atribusi eksternal terhadap perilaku seorang individu yang mencerminkan bahwa perilaku seorang individu cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut dapat berupa pengaruh sosial dari orang lain, sosialisasi dan semacamnya. Kondisi - kondisi tersebut mendorong pembentukan perilaku wajib pajak dalam menghadapi situasi atau kondisi yang mereka alami. Keputusan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk perilaku invidu dalam merespon faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi keputusan tersebut. Dengan demikian, penelitian kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi menarik untuk diinvestigasi lebih lanjut.
Sosialisasi pajak dilakukan oleh otoritas pajak untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada wajib pajak. Hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian Perdana dan (Wahyuni, 2021), (Arviana, 2018), (Pujilestari et al., 2021), (Desy Amaliati et al., 2020) menemukan bahwa sosialisai perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh (Ainul, 2021), (Aprilyani et al., 2021) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, (Devi & Purba, 2019) menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi hasil pengujian sebelumnya mendorong perlunya pengujian kembali sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Faktor lainnya adalah tarif pajak, dimana hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Mardiana, 2021), (Dewi et al., 2020), (Aprilyani et al., 2021) menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Aprilyani et al., 2021), menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
Faktor selanjutnya adalah sistem e-filing, Direktorat Jenderal Pajak merupakan otoritas pajak di Indonesia yang bertugas untuk memungut pendapatan negara dari sektor pajak perlu merespon perkembangan teknologi informasi tersebut. Penggunaan sistem informasi dalam bidang perpajakan bertujuan sebagai salah langkah untuk melaksanakan reformasi modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia (Istutik & Pertiwi, 2021). Berbagai inovasi dan pengembangan yang telah dilakukan Direktor Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Peningkatan kualitas sistem informasi ini dilakukan dengan harapan target penerimaan pajak dapat tercapai. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Otoritas yaitu penyampaian SPT Tahunan dengan e-filing, pendaftaran Wajib Pajak secara online melalui e- registration, e-billing untuk pembayaran pajak dan adanya contact center dan simplifikasi formulir yang digunakan wajib pajak untuk menyampaikan kewajiban perpajakannya dimana faktor tersebut diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2021), (Ainul, 2021), (Ardiana & Fitria, 2021), (Wibawa et al., 2021), (Fachri & Asalam, 2021), (Wardhani et al., 2020) menunjukkan bahwa variabel sistem e-filing berpengaruh signifikan yang positif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2022) menunjukkan bahwa variabel sistem e-filing tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang menguji pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak adalah (Wijaya & Febrianti, 2021), namun hasilnya adalah variabel sistem e-filing memiliki pengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. 
Faktor selanjutnya adalah program pengungkapan sukarela, dimana hal tersebut diperlihatkan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi & Marlinah, 2021), (Putra et al., 2019), (Ariesta & Latifah, 2017), (Kussuari & Boenjamin, 2019) menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela memiliki pengaruh signifikan yang positif sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mardiana, 2021), (Dewi et al., 2020) menunjukkan bahwa program pengungkapan sukarela tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.
Keempat faktor tersebut sudah pernah dibicarakan dalam penelitian-penelitian relevan terdahulu, dan hasil yang didapatkan atas penelitian sebelumnya masih menunjukan hasil yang berbeda - beda dan tidak konsisten. Maka dari itu, penelitian ini akan mengambil keempat variabel tersebut untuk diuji kembali dan memperoleh hasil penelitian ini secara empiris apakah akan sama dengan penelitian sebelumnya, ataukah bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda dari penelitian sebelumnya serta penelitian ini akan diarahkan untuk mengkaji sejauh mana variabel independen ditambah variabel moderasi mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak secara empiris, terlebih sikap kepatuhan wajib pajak harus lebih digalakan dalam setiap tahunnya.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Data penelitian ini berupa data primer berupa data kuisioner yang diisi oleh responden secara daring dengan menggunakan media Google Form dengan tautan https://forms.gle/9MfxyEREzxvLbAPe7. Responden penelitian ini diambil dari populasi wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek yang terdaftar di KPP Pratama masing - masing. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kriteria: (1) Wajib Pajak yang terdaftar NPWP sebagai WP aktif; (2) WP orang pribadi yang menjalankan usahanya sendiri (wirausaha); (3) WP melaksanakan kewajiban perpajakannya (menghitung, membayar, dan melapor) oleh dirinya sendiri; (4) WP yang pernah mengikuti Program Pengungkapan Sukarela. Adapun jawaban kuisioner menggunakan skala likert dengan enam opsi. Skala likert dengan enam pilihan ini dipilih karena akan menghasilkan kemungkinan kesalahan yang lebih kecil. (Joshi et al., 2015). Adapun penjelasan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam Tabel 3.
Data analisis dalam penelitian menggunakan Structural Equation Model (SEM) dengan bantuan aplikasi Smart PLS 3.0. Program Smart-PLS 3.0 memiliki keunggulan yaitu tidak membutuhkan data yang terdistribusi normal dan dapat digunakan dengan jumlah sampel yang sedikit. 

Tabel 3. Operasional Variabel Penelitian
	Variabel
	Indikator
	Pengukuran

	Sosialisasi Pajak (X1) 

	1. Penggunaan media dalam penyediaan informasi
2. Sosialisasi membantu pemahaman aturan perpajakan
3. Penyediaan bahan dan informasi perpajakan
4. Pemberian informasi oleh petugas di kantor-kantor pelayanan
5. Penyuluhan oleh KPP melalui undangan baik online maupun offline
	Likert 1 – 6

	Tarif Pajak (X2)

	1. Merasakan timbal balik dari pajak yang dibayarkan
2. Rasa percaya terhadap pejabat publik
3. Memahami persentase tarif perpajakan
4. Memahami tarif berdasarkan UU Harmonisasi
5. Mendapatkan intensif selama Covid 19
	Likert 1 – 6

	Sistem E-Filing (X3) 

	1. Mendapatkan kecepatan, kemudahan serta efisien dan efektif
2. Perhitungan yang lebih akurat dan lengkap
3. Merasakan keamanan data dan histori
4. Mendapatkan akses pribadi untuk melihat jejak histori
5. Merasa melakukan secara mandiri
	Likert 1 – 6

	Program PPS (Moderasi)

	1. Mendukung kegiatan program PPS
2. Mengikuti PPS dan melaporkan harta-harta
3. Memahami perhitungan khusus di PPS
4. PPS salah satu cara terhindar dari pemeriksaan pajak
5. Merasa tarif di PPS lebih rendah
	Likert 1 – 6

	Kepatuhan Wajib Pajak (Z) 
	1. Kesadaran memperoleh NPWP
2. Tidak menunggak pajak
3. Hitung dengan benar
4. Bayar tepat waktu
5. Tidak melakukan pelanggaran
	Likert 1 – 6






HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran kuesioner dimulai dari awal November 2022 sampai dengan akhir Januari 2023. Total kuisioner yang dapat digunakan berdasarkan pengembalian dari responden dalam penelitian ini berjumlah 200. Selanjutnya, Tabel 4 menunjukkan hasil uji validitas atas data yang bersumber dari kuisioner penelitian. Untuk memenuhi persyaratan item kuisioner dinyatakan valid adalah nilai faktor loadingnya lebih besar dari 0,7 (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 4. Hasil Uji Validitas
	[bookmark: _Hlk131364795]Item
	Kepatuhan Pajak
	Program PPS
	Sistem E-filing
	Sosialisasi Pajak
	Tarif Pajak

	KWP1
KWP2
	0.810
0.794
	
	
	
	

	KWP3
	0.854
	
	
	
	

	KWP4
	0.815
	
	
	
	

	KWP5
	0.807
	
	
	
	

	PPS1
	
	0.725
	
	
	

	PPS2
	
	0.888
	
	
	

	PPS3
	
	0.923
	
	
	

	PPS4
	
	0.889
	
	
	

	PPS5
	
	0.780
	
	
	

	SE1
	
	
	0.911
	
	

	SE2
	
	
	0.914
	
	

	SE3
	
	
	0.893
	
	

	SE4
	
	
	0.893
	
	

	SE5
	
	
	0.810
	
	

	SO1
	
	
	
	0.785
	

	SO2
	
	
	
	0.840
	

	SO3
SO4
	
	
	
	0.845
0.809
	

	TA1
	
	
	
	
	0.819

	TA2
	
	
	
	
	0.817

	TA3
	
	
	
	
	0.768

	TA4
	
	
	
	
	0.838

	TA5
	
	
	
	
	0.835
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Sebelumnya,	terdapat indikator yang dieliminasi karena nilai loading faktor lebih kecil dari 0.7 yakni SO5 dengan nilai 0.630. Selanjutnya, Tabel 5 merupakan hasil uji realibilitas. Variabel laten yang digunakan dalam penelitian dapat dikatakan valid apabila Composite Reliability (CR)>0.7 atau Cronbach Alpha>0.7 (Ghozali & Latan, 2015).





Tabel 5. Hasil Uji Reabilitas
	Variabel
	Composite Reliability
	Cronbach’s Alpha

	Sosialisasi Pajak (X1)
	0,889
	0.845

	Sistem E-Filing (X2)
	0,947
	0.930

	Tarif Pajak (X3)
	0,909
	0.874

	Program PPS (Y)
	0,925
	0.896

	Kepatuhan Wajib Pajak (Z)
	0,909
	0.875


Sumber: data diolah

Hasil dari statistik deskriptif (Tabel 6) untuk tiap variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Tabel 6. Statistik Deskriptif
	Variabel
	N
	Min
	Max
	Mean
	Med
	Std. Dev

	Sosialisasi Pajak
	200
	1.00
	6.00
	4.13
	5.00
	0.84

	Sistem E-Filing
	200
	1.00
	6.00
	4.79
	4.00
	0.61

	Tarif Pajak
	200
	1.00
	6.00
	4.21
	5.00
	0.92

	Program PPS
	200
	1.00
	6.00
	4.48
	5.00
	0.93

	Kepatuhan Wajib Pajak
	200
	1.00
	6.00
	4.52
	5.00
	0.99


Sumber: data diolah

Selanjutnya adalah hasil ringkasan dari hasil uji hipotesis dalam penelitian ini.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis
	
	Ori Sampel
	T Stat.
	P Values
	R2
	Adjusted R2

	Sosialisasi Pajak →Kepatuhan
	0.086
	1.030
	0.303
	
	

	SIstem E-Filing →Kepatuhan
	0.446
	7.293
	0.000
	
	

	Tarif Pajak →Kepatuhan
	0.229
	2.491
	0.001
	0.519
	0.507

	Program PPS →Kepatuhan
	0.019
	0.207
	0.836
	
	

	Sosialisasi Pajak*PPS →Kepatuhan
	0.510
	6.151
	0.880
	
	

	Sistem E-Filing*PPS →Kepatuhan
	0.722
	8.194
	0.653
	
	

	Tarif Pajak*SI →Kepatuhan
	0.161
	2.859
	0.004
	
	


Sumber: data diolah

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Lestari et al., 2021), Pratama dan Susanti (2021), (Wijaya & Febrianti, 2021). Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Aprilyani et al., 2021), (Ainul, 2021), 
Sehingga sosialisasi yang diupayakan belum tentu dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat masih banyak masalah terkait penyalahgunaan anggaran APBN, penggelapan dan pencucian uang negara, serta yang paling selalu menjadi mindset di masyarakat sampai dengan saat ini ialah oknum – oknum koruptor. Sehingga banyak juga Wajib Pajak yang sadar akan kewajibannya serta juga merasakan sosialisasi yang diberikan, namun juga menyadari akan penyalahgunaan atas pajak yang dibayarkan kepada negara. Sehingga, hal itu yang dapat mengakibatkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di samping itu juga, ada kemungkinan memang upaya-upaya dan gerakan sosialisasi yang dilakukan masih minim dan sedikit dari DJP melalui Kanwil dan KPP. Sehingga wajib pajak pun merasa memang tidak menerima sosialisasi yang membantu. 
Meskipun pemerintah telah menyediakan media dan sarana informasi untuk mendukung peningkatan sosialisasi pajak, namun upaya tersebut tidak mengakibatkan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek mematuhi kewajiban pajaknya. Kondisi ini diduga bahwa wajib pajak dalam penelitian ini menganggap bahwa sosialisasi pajak merupakan aktivitas yang normal dilakukan oleh kantor pelayanan pajak. Selain itu, sosialisasi pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia masih belum efektif dalam mendorong wajib pajak orang pribadi di wilayah jabodetabek untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Adapun kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah jabodetabek mungkin diakibatkan oleh faktor lainnya selain sosialisasi pajak yang telah dilakukan.

Pengaruh Sistem E-Filing Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara Penerapan e – filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pesatnya perkembangan penggunaan teknologi sistem informasi dan perkembangan web diikuti oleh pemerintah yang juga menerapkan teknologi ini dalam memberikan berbagai layanan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas layanan demi mencapai efisiensi dalam layanan operasional mereka dalam memberikan pelayanan untuk mendaftar, membayar, dan melaporkan secara online dan realtime. 
Sehingga Wajib Pajak pun merasa lebih nyaman dan bebas dalam melakukan pembayaran dan pelaporan yang dapat meningkatkan tingkat Kepatuhan. Yang menjadi tantangan terbesar bagi DJP sendiri ialah memastikan bahwa data setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan apakah dapat dipastikan data privadi dan sensitif tersebut bisa aman dari serangan hacker atau semacamnya, jika dilihat data – data yang tersimpan di pemerintahan baik di tingkat Dukcapil, DJP, Pemerintahan (Kementerian), dan sebagainya itu merupakan data yang sangat rahasia dari setiap masyarakat, sehingga tanggung jawab yang cukup besar dalam mengembangkan sistem informasi ini harus sejalan juga dengan mengembangkan selalu tingkat keamanan data – data tersebut.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kussuari & Boenjamin, 2019), (Tambun & Kopong, 2017), (Fachri & Asalam, 2021), (Wibawa et al., 2021) penelitian ini juga menjelaskan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Respon dari otoritas pajak atas perkembangan teknologi informasi saat ini adalah dengan meningkatkan sistem informasi. Peningkatan sistem informasi terkait dengan aktivitas perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem informasi yang lebih memudahkan wajib pajak merupakan faktor eksternal yang direspon positif oleh wajib pajak orang pribadi. Saat ini, penggunakan sistem informasi berbasis website dan aplikasi adalah suatu hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Penggunaan sistem informasi tersebut lebih memudahkan aktivitasnya termasuk aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan. Peningkatkan kualitas sistem informasi merupakan salah satu bentuk peningkatkan layanan otoritas pajak kepada wajib pajak, sehingga terdapat peningkatan kepatuhan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya

Pengaruh Tarif Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Aprilyani et al., 2021). Sedangkan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Wahyuni, 2021), (Dewi et al., 2020).
Sehingga pemberian tarif pajak intensif yang diupayakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengingat pada masa pandemi banyak masalah terkait roda ekonomi yang berdampak kepada semua pihak dimulai dari UMKM sampai dengan roda ekonomi negara pada saat itu, sehingga tarif intensif yang diberikan oleh DJP pada saat itu dirasa juga membantu para pelaku ekonomi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, wajib pajak juga merasa tarif pajak yang diberlakukan dalam harmonisasi peraturan perpajakan juga masih dapat dikatakan tersanggupi. Sehingga banyak juga Wajib Pajak yang sadar akan serta juga merasakan tarif pajak yang diberikan cukup membantu dan juga dengan tujuan untuk menambah pemasukan uang kas negara guna untuk membangun infrastruktur, kesenjangan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta masalah lainnya yang masih sangat perlu diperhatikan. Di samping itu juga, tidak menutup kemungkinan hal ini tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak apabila masalah-masalah, kasus pencucian uang, kasus korupsi, dll yang menyebabkan rakyat dan wajib pajak merasa enggan untuk mengeluarkan uang mereka untuk membayar pajak yang hanya disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat tertentu.

Efek Moderasi atas Variabel Sosialisasi Perpajakan
Efek moderasi dalam varibel ini tidak mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel sosialisasi perpajakan dimana pada permodelan pertama variabel sosialisasi perpajakan juga tidak berpengaruh signifikan dan juga pada permodelan kedua variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi program PPS juga tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program PPS tidak dapat berpengaruh terhadap sosialisasi perpajakan, sedangkan program PPS akan lebih mencapai target jika dibantu dengan upaya sosialisasi yang gencar dilakukan.

Efek Moderasi atas Variabel Sistem E-Filing
Efek moderasi dalam variabel ini tidak mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel sistem e-filing dimana pada permodelan pertama variabel sistem e-filing berpengaruh secara signifikan sedangkan pada permodelan kedua variabel sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi Program PPS tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program PPS tidak dapat memberikan pengaruh terhadap sistem e-filing, sedangkan dalam mendukung program PPS dapat efektif dan efisien harus dibantu dengan adanya sistem yang diterapkan.

Efek Moderasi atas Variabel Tarif Perpajakan
Efek moderasi dalam varibel ini mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel tarif perpajakan dimana pada permodelan pertama variabel tarif perpajakan juga berpengaruh signifikan dan juga pada permodelan kedua variabel tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui variabel moderasi program PPS juga membuat berpengaruh signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa program PPS dapat berpengaruh terhadap tarif perpajakan, dimana program PPS memang memberikan tarif pajak yang lebih rendah sesuai dengan konteks pengampungan pajak guna mencapai target para wajib pajak yang belum melaporkan seluruh hartanya dan belum memeenuhi kewajiban perpajakannya selama ini. Maka dari itu, pada program PPS ini diberikan tarif pengampunan yang lebih rendah dibandingkan dengan tarif yang dikenakan jika tidak melalui program PPS tersebut. Sehingga ada baiknya program PPS ini diadakan minimal setahun sekali.

KESIMPULAN
Penelitian ini menyimpulkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak menganggap adanya sanksi dan denda pajak apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan kualitas sistem informasi dapat meningkatkan kepatuhan pajak orang pribadi. Penggunaan teknologi informasi berbasis website dan aplikasi dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami informasi pajak. Variabel moderasi tidak mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel sosialisasi perpajakan, tetapi mempengaruhi tingkat signifikansi atas variabel tarif perpajakan. Penelitian ini menyarankan agar Otoritas Pajak meningkatkan kualitas sosialisasi dan sistem informasi berbasis website dan aplikasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Penelitian ini memiliki kontribusi sekitar 50% sampai 55% dan disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih general dan luas dengan menambah variable-variabel yang berbeda dan menyesuaikan peraturan perpajakan terbaru.
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